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ABSTRACT 

Currently, there are still many State-Owned Assets (BMN) that have not 

been properly optimized or are idle. Numerous issues arise regarding BMN assets 

due to unclear utilization status on the ground, as well as weak supervision and 

security of assets, resulting in many unrecorded, damaged, lost, abandoned (idle), 

and underutilized assets. Tegal Regency is one of the regions where both state and 

local government asset remain underutilized. One example is a BMN asset in Tegal 

Regency that is underutilized or idle, such as the one located in Kudaile Village, 

Slawi District. This asset is situated in the city center and possesses excellent 

economic potential if is utilization is optimized. This study to indentify and analyze 

the best and most optimal use of the BMN asset located in Kudaile Village using the 

Highest and Best Use (HBU) analysis. 

The analysis of idle BMN assets currenly controlled by Bawaslu examined 

legal, physical, financial, and maximum productivity aspects. This study employed 

a mixed-methods approach to ensure a more comprehensive HBU analysis. Based 

on the analysis conducted, it can be concluded that: Based on the analysis of legal 

and physical aspects, alternative uses for BMN assets that have not yet been 

optimized include office, wholesale trade (motorcycle dealerships), and caffe; From 

the results of the financial and maximum productivity analysis, the most viable 

alternative is a café with an NPV of Rp 1.706.383.499 and a payback period of 2 

years and 8 months. However, the determination of HBU for BMN assets must 

consider the agency’s mandate for public service. Therefore, the research result for 

the HBU of the object in question is office space; in addition to meeting the four 

aspects of the analysis, this use is considered the most feasible due to the level of 

need and the agency’s mandate. 
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INTISARI 

 

Pada saat ini masih banyak ditemui Barang Milik Negara (BMN) yang 

belum dioptimalkan dengan baik atau idle. Banyak permasalahan yang timbul 

mengenai aset BMN dikarenakan ketidakjelasan status pemenfaatan di lapangan 

serta lemahnya pengawasan dan pengamanan aset sehingga banyak ditemui aset 

yang tidak tercatat, rusak, hilang, terlantar (idle) dan belum dioptimalkan. 

Kabupaten Tegal menjadi salah satu kabupaten yang masih ditemui aset negara 

maupun aset daerah yang belum dioptimalkan. Salah satunya adalah aset BMN di 

Kabupaten Tegal yang belum optimal pemanfaatannya atau idle, seperti yang 

terletak di Desa Kudaile Kecamatan Slawi. Aset tersebut terletak di pusat kota dan 

memiliki potensi ekonomi sangat baik jika dioptimalkan pemanfaatannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan terbaik 

dan paling optimal pada aset BMN yang terletak di Desa Kudaile menggunakan 

analisis Highest and Best Use (HBU).  

Pada aset BMN yang idle yang saat ini dikuasai oleh Bawaslu di analisis 

dengan melihat aspek legal, fisik, finansial, dan produktivitas maksimum. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) agar 

analisis HBU lebih komprehensif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: Berdasarkan analisis aspek legal dan fisik diperoleh alternatif 

penggunaan pada aset BMN yang belum optimal antara lain perkantoran, 

Perdagangan besar (dealer motor), dan akomodasi makan minum (café); Dari hasil 

analisis finansial dan produktivitas maksimum, alternatif paling layak adalah café 

dengan NPV sebesar Rp 1.706.383.499 dengan PP selama 2 tahun 8 bulan. Namun, 

penentuan HBU pada aset BMN harus mempertimbangkan tupoksi lembaga untuk 

pelayanan masyarakat. Sehingga hasil penelitian HBU objek tersebut adalah 

perkantoran, selain memenuhi 4 aspek analisis, penggunaan tersebut dinilai paling 

memungkinkan karena tingkat kebutuhan dan faktor tupoksi lembaga. 

 

Kata Kunci: BMN, Optimal, HBU 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Barang Milik Negara (BMN) adalah salah satu aset pemerintah pusat dalam 

rangka optimalisasi kinerja dari sebuah institusi dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi pelayanan prima kepada masyarakat (Putra & Pratiwi, 2024). 

Kewenangan dalam mengelola Barang Milik Negara berdasarkan Pasal 92 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah, menegaskan bahwa pengguna barang memiliki kewajiban 

penuh atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan 

BMN (Fadeli, 2020; Putri & Ardini, 2020; Alamsya dkk., 2025; Tsaurah dkk., 

2023). Berdasarkan data yang diterbitkan oleh DJKN-Kementerian Keuangan 

(2025) bahwa total aset Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp. 13.072,8 triliun 

atau sekitar 56% dari keseluruhan kekayaan negara yang berupa aset tetap, 

property investasi, dan persediaan.  

Aset negara yang dimanfaatkan secara optimal dapat memperkuat kuat 

ekonomi negara. Hal ini diperkuat oleh Ardhi & Hidayatullah (2021) yang 

menyatakan bahwa aset negara merupakan potensi ekonomi yang dapat dikelola 

secara optimal, sehingga dapat memberikan kontribusi  pada Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP). Implementasi pengelolaan aset yang baik dan sesuai 

menjadikan waktu pemanfaatan sebuah aset mencapai masa pakai lebih lama, 

sehingga dapat memberikan nilai guna bagi institusi dalam jangka panjang 

(Widyatama & Suhartono, 2020). Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan aset 

negara merupakan tanggung jawab pemerintah, seperti yang dinyakan oleh 

Wirananda & Kindangen (2021) bahwa negara harus bertanggung jawab dalam 

pengelolaan aset negara untuk memastikan bahwa setiap anggaran memberikan 

nilai manfaat yang berkelanjutan demi tercapainya tata kelola pemerintahan 

yang baik atau good governance. 

Pada saat ini banyak ditemui aset-aset milik negara yang belum 

dioptimalkan dengan baik atau idle, hal tersebut menjadikan permasalahan yang 



2 
 

sering ditemui oleh lembaga audit pemerintah. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan pernyataan Utomo & Martani (2023), Ardhi & Hidayatullah (2021), dan 

Ilmi (2024) bahwa banyak permasalahan yang timbul antara lain aset BMN yang 

tidak tercatat, rusak, hilang , terlantar (idle) dan BMN yang belum dimanfaatkan 

secara optimal untuk pelayan (underused). Selain itu, menurut Sekretariat 

Kabinet Republik Indonesia (2022) kurangnya optimalisasi terhadap aset tetap 

negara mengakibatkan banyak barang milik negara berada dalam kondisi 

terlantar. Ketidakjelasan status pemanfaatan di lapangan serta lemahnya 

pengawasan dan pengamanan aset seringkali mengakibatkan penguasaan 

sepihak oleh masyarakat. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2025) rata-rata PNBP 

pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam Sembilan tahun terakhir baru 

mencapai Rp 674,2 miliar atau 0,44% dari total PNBP lainnya yang sebesar Rp 

151,8 triliun. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak 

aset fisik yang tidak dimanfaatkan secara optimal seperti lahan negara yang 

dibiarkan terlantar, gedung kosong, atau ruang yang tidak difungsikan secara 

produktif. Berdasarkan pernyataan tersebut perlu dilakukannya pemanfaatan 

aset sesuai dengan potensi Highest and Best Use (HBU) untuk optimalisasi 

pemasukan aset negara. 

Kabupaten Tegal menjadi salah satu kabupaten yang masih terdapat aset 

negara maupun aset daerah yang belum dioptimalkan. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh Bupati Kabupaten Tegal dalam Tribunjateng.com (2021) yang 

menyatakan bahwa di saat ini masih sering ditemui permasalahan pengelolaan 

aset tanah milik pemerintah, mulai dari legalitas aset tersebut, pemanfaatan yang 

belum optimal, hingga temuan aset yang dimanfaatakan oleh pihak lain tanpa 

ada perjanjian atau kerjasama pemanfaatan. Dengan adanya hal tersebut, DJKN 

Kabupaten Tegal terus berusaha mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan 

BMN dengan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di 

Kabupaten Tegal. Salah satu usaha optimalisasi aset BMN di Kabupaten Tegal 

yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

yaitu dengan melakukan kerjasama bersama Kantor Pertanahan Kabupaten 
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Tegal. Hal tersebut tercatat dalam situs web Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 

(2025) bahwa pensertipikatan BMN menjadi agenda yang paling penting di 

Kabupaten Tegal, dengan begitu Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal diminta 

terus bersinergi dengan instansi pemilik BMN untuk memastikan seluruh aset 

negara di Kabupaten Tegal terdata dengan baik, terlindungi secara hukum, dan 

dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung pelayanan publik dan 

pembangunan daerah. 

Namun pada saat ini masih ditemui aset BMN di Kabupaten Tegal yang 

belum optimal pemanfaatannya, seperti pada aset yang berlokasi di Desa 

Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Desa Kudaile yang nantinya akan 

menjadi objek penelitian terdapat aset BMN yang dikuasai oleh Badan Pengawas 

Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tegal masih idle atau tidak digunakan dengan 

baik. Aset idle tersebut terletak di pusat kota dan memiliki potensi ekonomi 

sangat baik jika dimanfaatkan dengan baik, sehingga nantinya dapat bermanfaat 

bagi lembaga dan negara. Dengan adanya hal tersebut, perlu dilakukannya 

optimalisasi aset BMN sesuai dengan potensi Highest and Best Use (HBU) agar 

nantinya dapat menambah PNBP. Pernyataan tersebut didukung oleh Rosyidah 

(2015) yang menyatakan bahwa banyaknya aset idle dan non-HBU dapat 

berpengaruh sebagai dasar penerimaan pendapatan negara yang melimpah 

apabila dikelola dengan baik.  

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 

Dengan adanya kondisi tersebut peneliti ingin menganalisis penggunaan apa 

yang paling optimal pada objek aset BMN menggunakan analisis HBU. Hingga 
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saat ini masih terbatasnya penelitian yang membahas mengenai optimalisasi aset 

BMN menggunakan analisis Highest and Best Use. Beberapa penelitian 

terdahulu seperti Henuk dkk., (2023), Priyambodo & Setiawan (2025), Aulia & 

Khoirudin (2022), menunjukkan bahwa penerapan analisis HBU lebih banyak 

dilakukan pada aset daerah yang berbentuk tanah kosong. Sebaliknya, aset BMN 

yang idle dan sudah pernah dilaksanakan pembangunan diatasnya namun telah 

terbengkalai belum banyak menjadi objek kajian HBU secara rinci. 

Penelitian ini akan memberikan gambaran penggunaan tanah yang paling 

optimal dengan melihat dan membandingkan penggunaan sekitar objek 

penelitian dalam radius 500 meter. Dengan dilakukannya analisis Highest and 

Best Use pada aset BMN ini diharapkan nantinya instansi Bawaslu  dan KPKNL 

Kabupaten Tegal dapat mengoptimalkan aset idle yang berada di Desa Kudaile 

Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sesuai dengan penggunaan paling optimal. 

Dalam penelitian ini dilaksanakan untuk melihat pemanfaatan terbaik dari suatu 

aset yang memenuhi atau sesuai secara fisik, legal diizinkan, secara finansial 

layak, dan memberikan produktivitas tertinggi melalui analisis HBU. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dijadikan fokus dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi fisik, legal aset Barang Milik Negara (BMN) yang 

dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Tegal? 

2. Penggunaan apakah yang merupakan Highest and Best Use (HBU) terhadap 

aset BMN tersebut dilihat dari aspek fisik, aspek legal, aspek finansial, dan 

produktivitas maksimum? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kondisi fisik, legal, dan lingkungan pasar aset BMN atau 

Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Tegal di Desa 

Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. 
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2. Menentukan penggunaan tertinggi dan paling optimal dari aset berdasarkan 

analisis Highest and Best Use (HBU) dilihat dari aspek fisik, aspek legal, 

aspek finansial, dan produktivitas maksimum. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti dan pembaca khususnya dalam bidang pertanahan 

dalam hal analisis Highest and Best Use (HBU); 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan atau rekomendasi pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) 

yang optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset 

yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Manfaat yang kedua 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tegal dan Pemerintah dalam pengelolaan aset sebagai 

bahan pertimbangan dalam perencanaan dan optimalisasi pemanfaatan aset 

BMN, terutama aset idle untuk mendukung peningkatan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dan terwujudnya tata kelola aset negara yang 

berkelanjutan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis Highest and Best Use yang telah dilakukan pada 

objek penelitian aset BMN yang terletak di Desa Kudaile, Kecamatan Slawi, 

Kabupaten Tegal yang saat ini masih dikuasai oleh Bawaslu dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Dari hasil analisis aspek legal dan analisis fisik diperoleh alternatif 

penggunaan pada objek penelitian. Alternatif komersial yang dapat 

diperuntukkan pada objek penelitian yaitu pada bangunan BMN yang saat ini 

masih belum optimal pemanfaatannya antara lain Perkantoran, Perdagangan 

besar reparasi sepeda motor (dealer motor), dan Akomodasi makan dan 

minum (café). 

2. Dari hasil analisis finansial dan produktivitas maksimum, untuk alternatif 

yang paling layak adalah pada akomodasi makan dan minum dengan nilai 

NPV sebesar Rp 1.706.383.499 dengan PP selama 2 tahun 8 bulan. Waktu 

pengembalian yang paling cepat jika di bandingkan dengan alternatif yang 

lainnya. Sehingga penggunaan yang paling tertinggi dan paling optimal 

adalah pada alternatif akomodasi makan dan minum (café). 

Meskipun alternatif akomodasi makan dan minum memberikan nilai 

ekonomi yang tinggi, akan tetapi dalam penentuan HBU pada objek aset BMN 

harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan instansi dan diutamakan untuk 

mendukung tugas dan fungsi dari Kementerian/lembaga. Hasil analisis tersebut 

setelah disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan aset BMN dan tingkat 

kebutuhan atau permohonan yang masuk ke KPKNL Tegal. Pada objek 

penelitian dengan luas ±2.870 m2 penggunaan tertinggi dan terbaik (Highest and 

Best Use) pada aset tersebut adalah sebagai perkantoran. Hal ini dikarenakan 

perkantoran memenuhi aspek fisik, aspek legal, aspek finansial, aspek 

produktivitas maksimum serta kebutuhan saat ini yang ingin diminta untuk 
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dioptimalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal sebagai bentuk 

pendukung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga demi 

maksimalnya pelayanan publik.  

B. Saran 

Setelah dilakukan analisis HBU pada objek penelitian yang merupakan aset 

BMN, terdapat beberapa saran dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi KPKNL Tegal selaku pengelola aset negara di wilayah Tegal, hasil 

penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan atau 

rencana pengembangan atas aset BMN yang belum optimal dimanfaatkan.  

2. Bagi instansi atau lembaga yang memiliki aset BMN yang belum 

dioptimalkan, diharapkan dapat melakukan optimalisasi aset agar dalam 

penggunaan dan pemanfaatan aset negara lebih efektif dan sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

untuk membuat kajian terkait Highest and Best Use pada aset BMN dengan 

jenis alternatif penggunaan yang berbeda agar lebih beragam. Serta 

memperluas objek penelitian pada aset BMN idle lain di wilayah Kabupaten 

Tegal dengan karakteristik fisik dan Legal yang berbeda. 
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